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Abstract. This snedy atms to derermine and analyze the Juridieal deciston of the couwrr No, 16/PID SUS2019/PN.Drh
comcerning Criminal Sonctions for Teachers Who Do Vietence Aguinst Students. And to find out and analvze the
legal basis used by fudges in compiling decisions and imposing sentencing decisions in those decisions. This type of
rexearch includes furtdical-narmative research, with a chase approach (case appraach), primary legal materials
Law No, 35 of 2014 concerning Amendmionts to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Nao, 14 of
2004 2005 Abow Teachers and Leemrers, And Court Decision No, 16/PIDSUS/201%PN.Drh, deductive daia
analysis. The results of thiv swudy indicate that the Juridical Analysis of Court Decision No

I6/PIDSUS201 9 PN.Drh Regarding Crinunal Sanctions for Teachers Who Da Violence Against Stwdents iy not in
accordance with applicable lowys and regulations, the legal basiy wved by fudges in formulating the verdict and
semtencing the verdict in the decision include the Law on Teachers and Leciurcrs Number 14 of 2015 Ariicle 2
paragraph (4) and (5), then Article 39 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2017
concermng Teachers and the aim that their students become a good child is nota erime
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Abstrak. Penelitian ini bertufuan  wmuk  mengetahui  dan  menganalisa yuridis purusan  pengadilen  No
16/PID SUSI2019/ PN Drh Tenwang Sankst Pidano Bagi Gury Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Peseria
Didik. Dan Untuk mengetahin dan menganalisa dasar huknm yang dipergunakan hakim dalam menyissun amar
purisan dan menjatulikan putwsan pemmdancan dalan putusan iersebut. Jemis penefingn i rermasuk penelitian
yuricdix-normarif, dengan pendekatan chase approach  {pendekaian kasus), bakan hukum primerUndang- Undung
No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Aras Undang-Undang No23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Undong-Undang  NoJ4  Tahun 2005 Tentong Gure dan Dosen. Dan  Putusan  Pengodilan No
1/PIDSUS2019 PN Dirh, analisa data secara dedadrif. Husil penelivian ini menunjubkan bahwa Analisa Yuridis
Putusan Pengadilan No 16/PID SUSR2019/PN Drh Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melakukan Tindak
Kekeresan Terladap Peserta Dicdik  tidak sesunt dengon peraturan perundang-undongan vang berloku, Dasar
hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar punusan dan menjatwhkan pumesen pemidanaan dalam
prtusan iersehi antara lain  Undang-Undang Gura dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2 avar (4) dan (5),
kemudian Pasal 39 Peratiuran Pemerintali RI Nowmor 19 Tahun 2017 tentang Gure dan tfuansye agar anak
didiknya menfadi anak yang batk adalah bukan perbuatan pidana,

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Guru, Tindak Kckerasan, Peserta Didik

L. PENDAHULUAN

Gurn adalah seorung pendidik vamg berada i hingkungan sekolah vang bertugas menyampaikan ilmu
pengetahuan kepada peserta didik [1]. Satw kunc: utama tugas dan kedodukan gure schagai tenaga pendidik
profesional menurut ketentuun pasal 4 UU R tenting guru dan dosen adolah sebagai agen pembelajuran (leaming
agent) yang berfungs: meningkatkan kualitas pendidikan  nasional 2], Maka dan ity tidak diperbolehkannya sast
kegiatan belajar mengagar melakukan tindak kekerasan Kepada peserta didik, Korena peserta dudik datang ke sekolah
bersjuan menciarl ilmy dengan diberikan perilaku yang baik. tdak dengan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh
guru.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendadik (guru) kepada siswa adalah dengan melakukan
kontsk fisik staupun pemukulan ke anggota tubuh ssswa, Sclan itu siswa juga mengalam kekerasan fisik maupun
psikis dalam benuk bentakan dan kata-Kata yang berupa makian, kasus-kasus kekerasan sangat berlawanan dari
peran seorang guru sehagai insan yang mendidik, pengajar. dan pembimbing. Seorang tenaga pendidik (guru) jugs
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memiliki kewajiban untuk Eﬁuﬂh hubungan baik dengan peserta didik dengon rasa Kasih sayang dalam mengajar
dan menghindarkan diri dar tindak kekerasan fisik yang dilnar batas kaidah pendidikan [3).

Di Indonesiz tindakan peaganiayasn scorang guru terhadap anak mund di sekolah sudah kerap terjadi
dikarenakan ada beberapa alasannya yaitu tentang Kedisiplinan dalam mendidik ymng menimbulkan luka fisik
maupun psikis. Kita tahu bahwa sekolah merupakon tempat bagi siswa untuk mendapatkan ilme pengetahuan dan
scharusnys menjadi tempat yang aman juga bagi siswa. Namun temyats di beberapa sekolah teradi kasus kekerasan
pada sisws oleh guru [4],

Pembedian hukoman yong dilakukan oleh guru ini yang serng disrtikan sama dengoen tindukon Keberasun,
penganinyaan, penyiksusan dan tindikan tidak manusiawi olch orang tun murid. Kekerasan merupakan satu istilah
yang tidak asing ditchngs kita dan ketiks kita mendengar kata “kekermsan”. Fenomena kekerasan saat mi telab
mewamai hampir seluruh aspek kehidupan sosial Kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Dalam
dunis pendidikan kekerasan tersebut dapat dilnkukan baik oleh sesama siswi, muupun dan gurs kepoda siswa [5].

Fenomena kekerasana gury terhadap peserta didik masih marak terjadi di masyarakat, Komist Perlindungan
Anik Indonesia (KPAD menerima 153 pengaduan kekerasan fisik dan psikis di ngkungan sekolal sepanjang 2019,
Data KPAT menunjukkan 44 persen pelaku kekerasan merupakan guru atan kepala sekolah kepada murid, kemodian
13 persen kekerasan oleh siswa kepada goru. 13 persen kekerasan oleh orang tua siswa kepada guro stau mand,
serta 30 persen kekorasan antarn scsama siswa. Modus kekerasan ik yang dilakukan gury biasanya stas nama
mendisiplinkan siswa
Putusan Pengadilan  Negeri  Dataran Hianm tanggal 17 Februai 2019 dengan no. Perkara
No.16/Pid Sus/2019/PN Dih. menjelaskan kasus yang cam oleh scorang u:mapcnd:d:k(xuru\ yang bermama
Kanmnabnlwmydhsltdwl&mukmmhetnmnm vang i Sari di SD
Negeni Tihulale. Berdasarkan putusin terschut Men terdukwa Karoling Snlnwmey alias Kori kti secara
vih ammm Wﬂm tindak picdana kekerasan terhadap Mwmmm diancam

dalam 80 ayit (1) jo Pasal 76C | ! nor o :
‘Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 KUHP san Joks

Berdosarkon berbagai kasus kekerusan ymg dilakukan l""‘ m siswa, bahwa pada hakekatnya
terhadap siswa sangat perly sdanya pengtuban sanksi hukum yang sesua: sehingga penyelesaian Kasus kekerasan
yang terjaci dupat diselesaikan dengan tuntas dan adil yang menurt analisa penulis dalsm penjatohan hukumnnys
dinila ringan atau tidak sesuii dengan hokuman yang oda i dalom Undang-Undang Peclindungan Anck.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membahas peomasalaban i dalam suaty bentuk (ulisan ilmiah berupa
studi' kusus dengan memberi judul yaitu “Analisa Yuridis Putusan Peogadilan No 16/PIDSUS/2019/PN Drh
Tentang Sanksi Pidana Bagi Guru Yang Melokukan Tindak Kekerasan Terhadap Peserta Didik™

1. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cars sty suatu proses untuk menemukin sebual teord, konsep. dan
sejenisnys yang berguna untuk menjawab ixu hukum yang ada. Sehinggo digeriukan sebuah metode penclitian yang
tepat agar mendaput husil yang scsum dalam penchitian hukum (6], thgm-mdmnm}‘cnula
mengpunakian jenls penelitian yuridis-normatif, yalty penelitian yang membaluis tentang aspek hukum berupa usas-
asas hukum dimana pennlis akan membahas sanksi bagi gury yang melakukan tindak kekerasan terhadap murid
dallth kegiatan belajar mengajar berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
B. Pendekatan Masalah:

Pendekitan ! mmmu& fimiah untuk jebih menjelaskan don mencapai maksud
serta tujuan penclitian tersebut, Pendektan fer | agar p ¥ esuai dengan ruang lingkup
pembahasan dapat terfokus pada permasalaby m“. Penelitian dalam penulum skripsi ini menggunakan

metode normatif dengan pendekatun chase approach (pendekatan kasus) yang pada dasarnyn melukukan kajian
terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus ying akon ditelitn dipandang dari sudut pencerapon
hukum dan memiliks Kaitan dengan penolisan sKripsyini [ 7],
C. Sumbsr Bahan Hukum

Karakteristik uthma penelition ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pads
sumber danya. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data stau fakta sosial, karena dalam penclitian
hukum normatif yang dikaji adalah bahan hokum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif [81. Data yang
diperoleh dan diolah dalum penelitian hukum jenis data sekunder yang datam penelition ini dijadikuan sebagai bahan
hukum peamer. Bahan diperoleh dan sumber kepustakamn. Bohan hukum yang bendak dikaji atav menjadi acuan
berkuitan dengan permasalahan dalum penelitian, yaits [9):

1) Bahan hukum primer:




Palam penulisan skripsi terdapat bahan hukum primer berfungsi sebagai penunjang penyelesaian skripsi ini
yang berups peffEuran perundang-undangan, antara Jain:
a)  Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentung Perlindungan Anak
b)  Phdang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
<) Putusan Pengadilan No 16/P1D.SUS20 19PN Drh
2) Bahan Hukum Sckunder:
Bohan hukum sckunder jugn sangut penting sebagai pelengkap penyelesaian penelitian ini seperti
beberapa literatur yang mendukung untuk penyclesaian penclitian ini antara lain herupa buku-buku paket
korangan para ahli hokum, literatur dart situs atan website dari internet, dan buku-buku penun jang
lainnya.
D. Analisis Bahan Hukum
Setelah pengolaban datn selesa, dilakukan analisis dote seeara Kualitatif, yutu nalisis yang dilakuken
dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uriian Kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan
pokok bahasan dalam penelitian ini schingga memudabkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang
masalsh yang diteliti, Kemudian akan dilakuken penarikan kesimpolan secara deduktif, yvaity metode dalam
penclitian dengan berpikir sceara dari hal hil umum ke khusus serta menggonakan logika untuk menarik
kesimpulan.

1L HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Yuridis Putusan Pengadilan No 16/PID.SUS/2019/PN Drh
Berdusarkun Berkas perkars dan salinun resmi Putusan Pengadilun Negerd Dawrnuin Hunipopu tanggal 17

Februari 2019 dengan Nomor 16/Pid Sus/2019/PN Drh. dengan kasigyong dnnknknokh ang tenaga pendidik

(gum) yaun hummu Kﬂolma Salawwy alia- Kon lchh tclah ferbukti secwu sah dan meya

Kmmlophmx ym!u puh Inti Sdm unggnl 25 September 2018 sekitar jam 1030 WIT atan setidak-
udaknya pada suaty wakiu duam thun 2018, bertemnpin di ruangan kelas 111 SD Negen Tihulale di Desa Tibulale
Kecamatan Amalutn Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada susty tempat yang masih dalam
dacrah hukom dan kewenungan  Pengadilan  Negeri  Hunipopn  mengadili, telah  melakukan kekerasan
terhadap anak vaito terhadap anak korban Junnesery Irenc Pariamas alias San yang pada sant kejadian masth berumur
8 (defapan) tahunlahie pada wnggal 20 Juni 20 10 berdasarkan akta Kelahiran deagan nomor © 271 1/CS-SBB/X72013
tanggal 22 Oktober 2013, Perbuatin terdakwa dilakukan dengan cara sehagai berikut ;

Puda wiktu dan tempal scbagaumana terscbut di atas, beruwal ketika terdakwa sedang memerikss bahan tes
tengah semester didalam ruang kelas T SD Negeni Tihalale, kemodian anak korban Junnesery Irene Pariama
memukul iemarnnya yaite Marcelo, lalu terdakwa memanggil ansk korban Junnesery Irene Pariama dan temannya
Marcelo untuk maju kedepan ruang kelas (epatnya di samping tempat terdakwa doduk, sclinjutnya tendakwa
menanyakan kepada anak korban Junnesery Irene Paclaom “sani mangaepa pukul Marcelo? anak korban Junnesery
Irene Pariama menjawab “Sarang die baterek saya ibu” terdukwa kembali mengatakan kepada nnak  korbun
Junnesery Irene Pariama “mangapa seng kaxi taha buat e guru”, kemodian terdakwa menampar pipi sebelah ki
anik korban Junnesery lrene Pasiama deng an menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kol sambil meng stakan
kepada angk korhan Tunnesery Irene Puriama “ose (unak korban) kacil tapi paleng lancang™ lalu terdakwa menyuruh
anak korban Junnesery Irene Panama menganghaot kedua tangannyd, setelah ity terdakwn mengambil sepotong
bambu yang berada di atas meja dengan menggunakan tangan kanan dan memukul jari tangan kint dan tangan kanan
anih korban Junnesery Trene Pirfama desgan menggunikan bambuy tersebut, kemudian terdakwa menyurub anak
korban Junnesery Irene Pariama dan teminaya Marcelo kembali duduk ditempat duduk mereka masing-masing.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korbun Junnesery Irene Panama alias San mengalam
sukit dan luky berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Perawatan Kairatu Nomor © 21 / VR /PK /
2018, wnggal 25 September 2018, yang dibumt don ditanda mangani oleh dr. Jeane. P. Andries yang menerongkan
bahwa setelah dilskukan pemeriksaan medis terhadap ansk korbun Junnesari Trene Pariama slins Sard didapati
bahwa : Tampak kemerahan pada pip1 bugian kanan dengan vkuran panjang 2 cm., lebar 1 cm Hul ini sesua dengan
perlukaan yang diakibatkan okh kekerasan benca wmpl,

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi Menvatakan Terdakwa Karoling Salawaney Alins Kori ielah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidang “Melakukan  kekerasan terhadap
annk“tkemudian Menjawhkan piduna kepady Terdakwa Karoling Sulawaney Alias Kori dengan pidans penjurg
selama | (satu) bulon dan denda sebesar RpS.000.000,- (lima juta rupiab) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar




harus diganti dengan pidany kurungan selama 1 (sutu) bulan: Memerintahkan agar pidina ersebut tidak perlu
dijalani oleh terdakwa, kecuali apabiks dikemodian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disehabkan karena
terdakwa melakokan sustu tindak pidana sebelum berakhimya masa percobaan selama 6 (enam) bulan; Menctapkan
terhadap barang bukti berupa | (saw) potong bamboo yang sudah terbelah dengan panjang 29 ¢m (dua puluh
sembilan centimeter) Dirampas untuk dimusnabkan dan terakhir Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara scjumlahRp.2.000 - (dun ribu rupiah);

Berdasarkan putusan Majelis Hakim yang menjutubkan kepada wrdakwa, penulis tdak sependapat
mengenti penjutuhan Putusan Pengadilan Negeri  Dataran Hunipopu Nomor 16/Pid Sus2019/PN Drh. pada hari
Selasa Tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakon Menyatakon Terdakwa Karoling Saluwaney Alas Kori telah terbukti
sccara xih dan meyakinkan bernsalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak”skemudian
Menjahkan pidana kepada Terdakwa Karolina Salawaney Alias Kori dengan pidana penjara selama | (satu) bulan
dan denda sebesar RpS 000,000 - (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengun
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Memermntahkon agar psdana teosebut tidak peslu dijalani oleh terdakwa,
kecuali apabila dikemudian har add putusan hakim yang menentukan Luin disebabkan karena terdokwa melakukan
soatu tindak pidana sebelum bernkhimya masa percobaan selama 6 (enam) bulan: Menetapkan terhadap barung
bukti berupa 1 (sutu) potong bamboo vang sudah terbelah dengan panjang 29 cm (dua pulub sembilan centimeter)
Dirumpas untuk dlmnsnnhun dan terakhir nkm kepada Terdukwa menbay.n biaya perkara scjumiah

80 ' . ar or 35 T, '*qld: karena
it lm!akm Kudiua S;lawaney Aluuz Kombm ptdan mja'a ulama | (satu) bulan dengan dan denda schesar
Rp3000.000- (lima juts rupiah) dengan ketentuun jika denda tidak dibaye harus digantl dengan pidana kurungan
selama | (satu) bolan serta barang bukts berupa berupa | (satu) potong bamboo yang sudah terbelah dengan panjang
29 cm (dua puluh sembilan centimeter), Dirnmpas untuk dimusnahkan. Membebankan agar terdakwa membayar
ongkos perkara sebesar Rp 2,000 - (dua ribu rupiah),

Menurut penulis earn mengadili dan kemud ian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Daturan
Hunipopu tersebut yang tidak Proporsional telah menciptukan cidera dan krisis kelampawin batas dan hukum pidano
(The Crisis of Overrecht of The Criminal Low) yang dirasa tidak membumi dun putusan tersebut tidak mampu untuk
e nentramikan mas yaraka, bukankah sudah menjadi tugas hakim uotok menggall nilai-nilal yong ada dimasyarakat,
bukun hanya mengedepankan konsep hukum futuristik dan modern yang mengawsng di angkasa tapi tidak
me mberikan kescjukan hagi pencari keadilan di bumi | 10).

Putusun yang dinilui teramat ringan dan tidak proporsionis! dalam mengadili teshadip terdakwa dengan dalil
Majelis Hokim mencrapkan Konsep Motovutil, Furristik, Moder dan Manusiowi tersebut karens Majelis Hokim
Pengadilan Negen Batulicin sama sckuli tidak mempertimbangkan perbuatin terdakwa schagai scotng goru yang
scharusnya mendidik dan meumberikun ontoh vang baik bagi munid-muridoya dan masyarakat sekitar justru
melakukan perbuatan kekerasan terhudap Korban

Dari hasil putusan tersebut. pennlis menganalisa %&ﬂhm.;ﬂmnlum
16/Pid Su/2019/PN Drh. pada hars Selass Tanggal 14 Mei 2019 tidak an Tujlean Hukem dan Tidak

Dasar hukum vang dipapm hakim dalam menyusun amar putusan don - menjatuhkan  putusan
pemidanain dalam putdsan tersebut antara lain Undang-Undang Guru din Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2
ayt (4) dan (5) Bahwa Guru adalah pendidik profesionsl dengan tugas uﬂmmmdkhk mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengeyaluasi peserta didik. kemudian - seorang guru yang melakukan kekerasan
atau penganiayuan terhadap siswa bukan merpaken kontek mendidik atou mendisiplinkan. lebih lunjut guru
membenkan bimbmngan, mengarshkan sehingga apa yang disampakan oleh Guru bisa ditenma jadi guru tdsk
hanya nezntranfer ilmu pengetahuan kepada siswa tetapi bagarmany Guru bisa menjadi contoh teladun kepada siswa,
Bahwi seorang guru apabily mendapati muridnya melakukan kesalohan atau melanggar kedisiplinan seharusnya
membenkan hukuman yang sifatnys mendicdhk, tidak dibenarkan yang melakukan kekerasan stau peaganiayaan
terhadap muridnya , kemudian Pasal 39 Perusturan Pemerintuh RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru dan tujunnya
agor anuk didiknya menjadi anak yong baik adaloh bukan perbuatin pidana kemudian Guro dan tujuannya sgar anak
diciknya menjadi anak yang baik adalah bukan perbuatan prduna karena sifat melawan hukumnya hilang [11],
adolah dalil yang kurang tepat Karena putusan dari Pengadilan Negen tersebut belum menjadi putusan yang diikuti
aleh hakim [ain dalam memutus stas perkarn yang sejenis dan norma hukum terschut belum: dibukukun oleh




Mahkumah Agung untuk dijachkan yurisprudensi tetup. Dengan demikian maka dalil Pembelasn Penasihat Hukum
tersebut ndak mendasar dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan
Secara tegas dalam pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang rumusan lengkapnya berbunyi = sctiap anak berhak
atas kelangsungsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dan kekerasan dan diskninunasi™,
Penguturan hik-hak snak tersebut diwajwdkun dalam undang-undang RI No. 35 Tuhun 2014 tentang Perubphan At
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pedindungan Anok dan Perpu No. 1 Tabun 2016 tentang pervbahan
kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tehun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagal
Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, sebagai bentuk tindakon pemerintah untuk memerangi pelusko kekerasaan
terhadap anuk don pencabulan . Kurena itu ruang ingkup Perpu No. | Tahun 2016 tentang perubahan kedua atus
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 entang Perlindungan Anask vang telah ditetspkan sebagai Undang<Undang
No. 17 Tahun 2016 mengatur pemberatan pidana tambaban agar memberi ruang kepada hakim unmuk memberi
hukumin seberat-heramyidin menimbulkan cfek jera i pelaku.
Kemudian pada Pasal 80 jo. M 35 juga m,cbmm bahwa (1) Setiap Orang yang
n schug naksi ipidana dengan pidana penjara paling luma 3 (tiga)

tessebut Orag 'l’

Namun Majdk Hakim Pengadilin Negeri Dataran Hunipopy dalam memberikan Putusan yang berisi
permdanain (strafimach) bagh terdakwa, sangal jaub darl tujuan pemidanian sebagal cfek jers tethadap terdakwa
dan-sebagal contoh pembelajuran untuk orang tui. tenugs pendidik dan masyarakat luas lainnya agar tdak
melakukan perbuntin cabul terhndap anak dan akan berdampak langsung terhadap Fenegakan Hukum Nasional yong
tengah gencar-gencaryn memerangl pelaku kekerasan dan pelecchan seksual techadap anoak yang sudah sangat
masif di Indonesia, oleh karenanya itu putusan tersebut belum menyentuh rasa keadilan bags masyarakat yaite demi
menegakkan asis kepastian hukum dan asas Keadilan hokum secans Juas bagi kemaslahatan masyurakat.

Berdasarkon keputusan tersebut penulis memahami dan menyadart sepenubnys bahwa penjatuban pidana
penjara terhadap terdakwa bubanlah schagai saruna balas dendam melainkan bertujuan untuk membina peliku
tindak pidana tersebut, namon perlu juga Kiranya dalam Putusan Majelis Hakim aspek moralitas, psikologi dan
sosial dan saksi korban dan keluarganya scrta keadilan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan renungan yang
mendalam untuk miBhdasarn aty U terhadap | Iﬂdlkwn hleul utugm tmm:cocbm
senwitpmata adalah st &.&m m
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kekerasars dun pelecehan seksual terhadap anak yang semakin imeningkat.

Dalam Pasal 34 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 whun 2014 tentang perubahan  atus
UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 entang Perlindungan Anak sudsh dijelaskan bahwa anak dilindungi dari
kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak vang berada dalam sekolah, dan dalam hal inl yang melindungi anak
dari perbustun kekerasan di sckolah adalub dembags pendidikan iy sendiei. Akan tetapi pada kenyataannya di
masyarukat dan lembagn pendidikan masih banyak anak yung mengalami kekersan fisik maupun psikis, Atas dasar
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubabian atas Undong-Undang Nomer 23 tahun 2002
tentung Peslindungan Anak jika lerjad: tmdalmnkkanm baik yang berupa kekerasan verbal, fisik. mental maupun
pelecehan seksual terhadap anak df sekolah makis tidak hanys menitikberatkan pada pihak korban maupun pihak
pelaku tetapt wajib pula menyelidiki pibak sckolah, jika ternyats terdapat kelalaion pihak sckolah dalam
menjalankan tugasnys atau pembinran terjadinya Kekerasan terhadap anak maka pihak sckolah dapat dikenai sanksi,
vaifu sunksi pidana schagaimina yvang diatur dalam KUHP

Implementasi yang terjabar i dalam usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup yang luas,
mengingat kesejahteraan anak tidak hanya menicakup Kebutuhan sosial dan ckonomi sajs, tetapi jugs sspek lainnya,
khususnya aspek pendidikan,

Penukiran ini memang sejalan dengan pengertian dari perlindungan anuk sebagaimany dimaksud dalam
pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perdindungan Anuk. yang telah menyebutkan bahwn
perlindungan anak adalah - Segals kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hakuya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisdipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemunusizin, mendapat
perlindungan duri kekerasan dan diskriminasi.

Suatu hukuman dapat efektif dan dapat bespengarvh positif techiadap tingkah loaku siswa, bila pencrapannyn
senantiasa memperhatikan aspek situasional dan kondisionul, serta aspek kejiwaan siswa, Implikasi dari hal
tersebut dapat dirumuskan, Pertamy: Hukuman yung akan diterapkan kepada siswa hendaknya tidak pundang bulu,
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bahwa siswa sama kedudukannya di depan hukum, dan kesaluhan sekecil papun punya konsekuensi terhadap
hukuman. Kedua: dalam menerapkan suate hukuman di sekolah hendoknyo dihindan hukuman badan atau fisik,
karcas hanya menimbulkan  kemungKinan-kemungkinan negatif. seperti dendam siswe kepads guru yang
membenkan hukuman itu, Oleh Karena, mengedepankan pendekatan kasih suyang dalam menghukum, akan
e lahirkil kesadaran din siswu untuk tidak mengulangi perbuatan salahnys sekecil apapun.

Kekuassan Hakim dalom memutus perkara adalah “bebas dan merdeka”, namun dalam menjalankan
kekuasaan tersebut bukan beranti tidak terbatas dan suma sekali lepas dan wijuan penegakan hukum dan keadilan, hal
tersebut sebagaimann ditentukon oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyl “kekunsann Kehokiman
Merupakion Kekuasaan yang Merdeka untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakon Huokum dan Keadilan™.
Schingga dalam menjalankan kekuvasaan tersebut Hokim (etapiah haris berpedoman pada hukum, olch karena
Indonesia ndalah Negara Hukum schagnimana ditegaskan olch Pasal | avar (3) UUD 1945 menyatakan “Negarn
Indonesia adalth Negarn Hukum™ dalam artian penyelenggaraan pemerintahan bagi eksekutif, legislatif, dun
yudikatif termasuk dalom hal penjatuhan padana harus lah berlandaskon hukum schagai negara hukum (Rech! Staaf)
bukan Karena Kekuasaan semata (Macii Staar),

Atas dasar dalil apapun tindak kekerasan pada peserta didik tidak dibenarkan, Gure harus bertanggung
jawab atas perbuitannya yang disnggap melinggar hukum. Atas dasar laporan masyarukat (orang twa) parn oknum
guru yang melakukan perbuatan diluar Kepantasan schagai pendidik menyeret para pelaku ke dalam ruangan penjara,
Seharusnyn ini menjodi pelajoran yang berharga bagi guru untuk tidak melakukan perbuatan tercela sebagai seorng
pendicdik. Arah gerak perubahan sosial gury dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anek adalah adanys tuntutsn podn din guro agar merubah peranan mercka yaitu tidak boleh lag
berundak sebagul penguasa techadup anak didik sehinggs bertindak represif, tetapi harus bertindak persuasif untuk
menumbuhkan kesadoran diri okan peranan yang harus dijalankan di sekolah. Karena ito sikap hidup dan perbuatan
gurn selalu diarihkan dae dalam, maka tiga hal dasar vang selalu menjadi fokus perhatian gur adalah Kebenaran,
keadilan, dun rasa cinta dalum artl luas Kepada sesama terutsms anek didiknya. Maka dan ity pary guru
mendemonstrasikan mornl secara amat meyakinkan, meski tak sclalu semporna, dan rela mengorbankan dinnya
untuk mempertahankun hal tersebat,

Menegakkan disiplin sekolah, kadangkala guru memang harus bertindak tegas agar siswa mematuhi (la
tertib sekolah. Tiduk berurti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perdindungan
annk, gury bersikap masa bodolr dengan periluky anak (peserta dadik) karena takut saloh bertindak. Tidak demikion
halnya, schab tidak harus dengan cura represif disiphin sekolsh di jalankan tetapi ads carn yang lebih elegan yaitu
dengan carn persuasil, Pesert didik dibimban dan diajok untol. selalu mematuhi tsta tenib sekolah, dengon suar
syarat gury mummjutkmpaﬂdmmpnnu untuk diteladani dan ferus menerus memberikan perhatian
kepada peserts didik untuk mengawasi periloku siswa tunpa diskriminatif. Tadak mudali memang untuk mengatasi
persoalun demikiun, paling tidak alam pikiran gure haus mengalam: perubshan terdebil dahalu, yaitu dori alam
pikiran konvesiona!l ke alam pikican yong modern. Alam pikiran yong modern ditandai oleh beberapa hal. misalnys
sifatnya yany terbuka techadap pengaluman Baru serta terbuka puls bagi perubahan dan pembaborusan, Tekanan
dalwn hal in bukan terdetak pada keahliun dan kemampuan jasmaniah beluka tetapi pada suasty jiwa yang terbuka.
Alam pikiran modem tidak banya terpaut pada kesdaan sckitumya saje yang bersifat langsung akun tetpi juga
berhubungan dengan hal-hal vang di fuar it vaitu berfikic dengan fuas. Di sinflah guru sebigal sosok yvang
mempunyai babitsl pendidikan schingga mempunyai posisi yang mencntukan [12].

Bagmimanakah schurusnyn agar guru tetap wp 0 daie dalum perkembangun masyarakat modem dan
perubahan sosial schmgea Jebih kompeten. Guru harus dapat bekerja secara profesional, karcna kit sama-samin
percaya bahwa dengan profesionalisme, kita dapat menghorapkan mutt dan standar pendidikan yang tinggt dalam
bidang pendidikan. Lungkah perama adalah guru harvs menyadin masyarakat telah berubah, maka cars-cara lama
yang tidak lagi relevan dengan perubahan tersebut harus ditmggalkan. Di alam demokrsi sckarang ini dimana
penerapan Hak Asasi Manusia menjadi priontas utama maka peranan gury schagar pendidik ditujukan kearah
penghargasn hak-hak manuxin dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling
menerima dan rasa persababatan, Karena o sikap hidup dun perbuatan guru selale diarahkan pada tiga hal dasar
yang selaly menjuds fokus perhatian guru yaita kebenaran, keadiban, dan rasa cinta dalsm arti Tuas kepuda sesaman
terutama anak didiknya. Mesk: ada kalunya sangat subit untuk dihindarkan, tetapi perjuangan guru harus dilundass
oleh semangut anti-kekerusan (noa violence action), karena mercka amat mencintal perdumatan. Guru secary
konsisten harus melandaskan sikap hidup dan perbuatannya pada keyakinan nurani (fafth, conscience) dan bukan
hanya pada ilmu pengetahuan (ratio) manpun kerja keras (will power), Dampak yang nyata ditimbulkan dari tindak
kekerasan yang dilakukan guru bagt keluarga siswa adalah berkurangnya Kepercayuan terhadap keselamatan Anak-
anpk mercka di lingkungan sckoluh, Lingkungan sckoluh yung schamusnya merupakian tempat bagi penanaman
dasar-dasar moral dan perilaku vang baik, nomuon sebaliknya maloh mengodi tempat yang tidak aman bagi anak-anak
mereka, karena tindak kekewsan terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh
yang baik bagi siswunya.Upays dalam menciptukan pemdidiksn yang harmonis tapa unsur kekerasin memang tiduk




:
mudih, mengingat bahwa saat ini banyak terjuchi ketimpangan antara kondisi intermal yang menyangkut Eslem dan
kebijakandalam lembaga pendidikan yang ndak sesuar dengan kondisi ekstemal yang menyangkut kondisi guru
schagai bagian dari struktur dari sebuah lembaga pendidikun (menyangkut masalah sosial ckonomi). Scejauh ini
upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan pendidikon tanpa kekerasan masih sebatas pada pembinaan
serta membentuk wadah komunikasi antr gurn, Tidek banyak upays yang dilukukan pihak sekolah dalam
menanggapl permasalabon terkait kekerasan oleh guru terhadap siswa, karena sckolah menganggap bahwa
pennasalahan wersebut dapat diselesuikan secarn kekeluargaan dengan pihak Keluurga siswa, Sampai saat ini sekolah
masih menganggap bahwa kasus kekerasan yung melibatkin guru sebhagai peluku sertn siswa yang menjadi korban
dinnggap scbagai hal yung wajar, dan bukan merupukan bentuk kekerasan yang harus ditangani dengan
seriux Sclama ini upaya yang dilakukan oleh prhuk sekolal antara Lun dengan soxialisasi tata tertib dan peraturan
terhadap siswa yang dilakukan dengan membuat twlisan tata tertib yang berukuran cukup besar di haloman sekolah,
padahal kasus kekerasan vang pemah terjachi tidak begitu méngena pada tata tertib sekolah, namun lebih bersifat
kekerasan personal yang dilakukan guru terhadap siswinya. Upaya tnin yang dilakukon oleh pihak sekoloh aduloh
membentuk wadah sosialisasi antar pihak inernal sekolal. Wadah sostalisast inl bertujuan sebagai wadah bagi guru
untuk menciptakon suasana yang saling terbuka, dan wadah bagi gury untuk mencoba membicarakan segala hal
yang berhubungon dengan permasalahan seputar proses mengajar, dimana widah pertemuan tersebut hanya
disdakan sclama sebulan sckali oleh pihak sckolah

Alasan guru melakukan tindak kekerusun kurenn guru berunggapan bahwa kekerasin diperlukan untuk
mendisiplinkan siswa, Jiko gura beranggapon seperti ity maska skan selolu ada korban kekerasan di sckoloh dan sulit
memutus mantal ranty kekerasan di sckolah, Perilaku guro yang melakukan tindak kekerasan tidak mencerminkan
kompetensi kepribusdian sehingga diragukan kegumannys, Kompetensi kepribadian gury memiliki indikator, di
antiranys kepribadian yung muntap don emosi yang stabil. Dia menjelaskon memberikan sanksi kepadi siswa
haruslah bersifat mendidik, bukan dengan kekerasan. Siswa yang dianggap tdak tertib harus dibina dan diberikan

sanksi berupa disiplin y g positif

IV.KESIMPULAN

Dmhﬂwﬂ:mm%mﬂuhhhu.nukaduwdmmbebcmwmﬂm
. Anulisy Yuridis Putusan n No |6/PID SUS/2019PN.Drh Tentang Sanksi Hdana Bugi Guru Yung
ng-undang

Mel Tindak Kd:méan'l‘cmmau Didik tidak sesuai dengan peraturan p
berkiku, Mmmm perdmiayaan terhiada

u&:lﬁmﬁm&hmp\lmxaiw u menjatuhan pidamm rdakw !

o e kwl’ﬁﬁ)mhngm RM

dcdnm a denda Udak MM 1 fsatu) bulan yang
seharusnya selnd denm pasal 80 UL 357.!0!4 ayar | uhhh pidana penjara paling kama 3 (tiga) whun 6 (enam)
bulan dan/atan denda paling hanyak Rp72 00000000 (rujub poluh dua juts rupish),

. Dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar putusan dan menjatuhkan putusan peridanaan
dalum putusan tersebut antara luin Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pisal 2 ayat (4)
dan (5), kemudian Pasal 39 Peraturan. Pemerinmh RT Nomor 19 Tahon 2017 wentang Garu dan wjoannya agar

anik didiknys menjad anak vaog baik adalah bukan perbuatan pidana
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